
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, 

DAN WALIKOTA

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tahun 2024



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA





1

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota

 

 

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 14 TAHUN 2024 

TENTANG 

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN 
HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 

Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal 

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah tidak sesuai 

dengan perkembangan penanganan perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota, sehingga perlu diganti dengan Peraturan 

Mahkamah Konstitusi yang baru; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, Mahkamah Konstitusi perlu 

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang 

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
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Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6554); 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6512); 

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; 

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG 

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN 

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. 
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Pasal 1 

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana tercantum dalam 

lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah 

Konstitusi ini. 

Pasal 2 

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta 

kebutuhan penanganan perkara. 

Pasal 3 

Hal-hal serta kebutuhan lain terkait dengan penyelesaian Perkara Perselisihan 

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang belum diatur dalam 

Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut melalui Rapat Permusyawaratan Hakim. 

Pasal 4 

Dengan berlakunya Paraturan ini, maka Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal, 17 Desember 2024 

 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, 

SUHARTOYO 
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e-B
R

PK
 

30 D
esem

ber 2024 
2 Jan

u
ari 2025 

 

b. Pencatatan dalam
 e-B

R
PK

 atas 
Perm

ohonan Pem
ohon dan 

Penerbitan e-A
R

PK
: 

1. 
pasan

gan
 calon

 G
u

bern
u

r dan
 

W
akil G

u
bern

u
r, B

u
pati dan

 
W

akil B
u

pati, serta pasan
gan

 
calon

 W
alikota dan

 W
akil 

W
alikota; 

2. 
pem

an
tau

 pem
ilih

an
 

Provinsi/K
abu

paten/ K
ota; 

   
3

 Jan
u

ari 2025 
     

Pasal 56 PM
K

 3/2024: 
“Perkara Perselisih

an
 

H
asil Pem

ilih
an

 G
u

bern
u

r, 
B

u
pati, dan

 W
alikota 

dipu
tu

s M
ah

kam
ah

 dalam
 

ten
ggang w

aktu
 palin

g 
lam

a 45 (em
pat pu

lu
h 

lim
a) h

ari kerja sejak 
Perm

ohon
an

 dicatat 
dalam

 e-B
R

PK
.” 

c. Penyam
paian e-A

R
PK

 kepada 
Pem

ohon: 
1. 

pasan
gan

 calon
 G

u
bern

u
r dan

 
W

akil G
u

bern
u

r, B
u

pati dan
 

W
akil B

u
pati, serta pasan

gan
 

   
3 Jan

u
ari 2025 

   
6 Jan

u
ari 2025 

Pasal 18 ayat (3) PM
K

 
3/2024: 
“Pan

itera m
enerbitkan 

dan
 m

en
yam

paikan
        

e-A
R

PK
 kepada Pem

ohon
 

atau
 ku

asa hu
ku

m
 palin

g 

- 3 - 
 

3. 
Pem

eriksaan 
K

elengkapan dan 
Perbaikan 
Perm

ohonan 
Pem

ohon 

Pem
eriksaan

 K
elen

gkapan
 dan

 
Perbaikan

 Perm
ohon

an
 Pem

oh
on

: 
1. 

pasan
gan

 calon
 G

u
bern

u
r dan

 
W

akil G
u

bern
u

r, B
u

pati dan
 W

akil 
B

u
pati, serta pasangan

 calon
 

W
alikota dan

 W
akil W

alikota; 
2. 

pem
an

tau
 pem

ilih
an

 Provinsi/ 
K

abu
paten/ K

ota; 

23 D
esem

ber 2024 
2 Jan

u
ari 2025 

 

4. 
Penerbitan H

asil 
Pem

eriksaan 
K

elengkapan dan 
Perbaikan 
Perm

ohonan 
Pem

ohon 

Penerbitan
 H

asil Pem
eriksaan

 
K

elen
gkapan

 dan
 Perbaikan

 
Perm

ohon
an

 Pem
oh

on u
n

tu
k 

pem
ilih

an
 G

u
bernu

r/B
u

pati/ 
W

alikota 

23 D
esem

ber 2024 
2 Jan

u
ari 2025 

 

5. 
Pencatatan 
Perm

ohonan 
Pem

ohon dalam
   

e-BR
PK

 

a. Persiapan pencatatan dalam
        

e-B
R

PK
 

30 D
esem

ber 2024 
2 Jan

u
ari 2025 

 

b. Pencatatan dalam
 e-B

R
PK

 atas 
Perm

ohonan Pem
ohon dan 

Penerbitan e-A
R

PK
: 

1. 
pasan

gan
 calon

 G
u

bern
u

r dan
 

W
akil G

u
bern

u
r, B

u
pati dan

 
W

akil B
u

pati, serta pasan
gan

 
calon

 W
alikota dan

 W
akil 

W
alikota; 

2. 
pem

an
tau

 pem
ilih

an
 

Provinsi/K
abu

paten/ K
ota; 

   
3

 Jan
u

ari 2025 
     

Pasal 56 PM
K

 3/2024: 
“Perkara Perselisih

an
 

H
asil Pem

ilih
an

 G
u

bern
u

r, 
B

u
pati, dan

 W
alikota 

dipu
tu

s M
ah

kam
ah

 dalam
 

ten
ggang w

aktu
 palin

g 
lam

a 45 (em
pat pu

lu
h 

lim
a) h

ari kerja sejak 
Perm

ohon
an

 dicatat 
dalam

 e-B
R

PK
.” 

c. Penyam
paian e-A

R
PK

 kepada 
Pem

ohon: 
1. 

pasan
gan

 calon
 G

u
bern

u
r dan

 
W

akil G
u

bern
u

r, B
u

pati dan
 

W
akil B

u
pati, serta pasan

gan
 

   
3 Jan

u
ari 2025 

   
6 Jan

u
ari 2025 

Pasal 18 ayat (3) PM
K

 
3/2024: 
“Pan

itera m
enerbitkan 

dan
 m

en
yam

paikan
        

e-A
R

PK
 kepada Pem

ohon
 

atau
 ku

asa hu
ku

m
 palin

g 
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calon
 W

alikota dan
 W

akil 
W

alikota; 
2. 

pem
an

tau
 pem

ilih
an

 
Provinsi/K

abu
paten/ K

ota; 

lam
a 2 (du

a) h
ari kerja 

sejak Perm
ohon

an
 dicatat 

dalam
 e-B

R
PK

.” 

6. 
Penyam

paian 
Salinan 
Perm

ohonan 
kepada Term

ohon 
dan B

aw
aslu 

Provinsi atau 
Baw

aslu 
K

abupaten/K
ota 

a
. Pen

yam
paian

 S
alin

an
 

Perm
ohon

an
 Pem

oh
on kepada 

Term
ohon

: 
1. K

PU
 Provin

si/K
IP Provin

si 
A

ceh
; 

2. K
PU

/K
IP 

K
abu

paten/K
ota; 

3. K
PU

 R
I (sebagai tem

bu
san) 

      
3 Jan

u
ari 2025 

      
6 Jan

u
ari 2025 

Pasal 19 ayat (1) PM
K

 
3/2024: 
“Pan

itera m
en

yam
paikan

 
salin

an
 Perm

oh
on

an
 

kepada Term
ohon

 dan 
K

PU
 sebagai tem

bu
san

, 
paling lam

a 2 (du
a) h

ari 
kerja sejak Perm

ohonan
 

dicatat dalam
 e-B

R
PK

.” 
b
. Pen

yam
paian

 S
alin

an
 

Perm
ohon

an
 Pem

oh
on kepada: 

1. 
B

aw
aslu

 Provinsi; 
2. 

B
aw

aslu
 K

abu
paten

/ 
K

ota; 
3. 

B
aw

aslu
 R

I (sebagai 
tem

bu
san) 

7. 
Pengajuan 
Perm

ohonan 
Sebagai Pihak 
Terkait 

Pengaju
an Perm

ohonan sebagai Pih
ak 

Terkait 
 

3 Jan
u

ari 2025 
 

6 Jan
u

ari 2025 
Pasal 27 ayat (1) PM

K
 

3/2024: 
“Pasan

gan
 C

alon
 

G
u

bernu
r, B

u
pati, dan

 
W

alikota atau
 Pem

an
tau

 
Pem

ilih
an

 dapat 
m

en
gaju

kan
 perm

ohon
an

 
sebagai Pih

ak Terkait 
paling lam

a 2 (du
a) h

ari 
kerja sejak perm

ohonan
 

dicatat dalam
 e-B

R
PK

.” 
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calon
 W

alikota dan
 W

akil 
W

alikota; 
2. 

pem
an

tau
 pem

ilih
an

 
Provinsi/K

abu
paten/ K

ota; 

lam
a 2 (du

a) h
ari kerja 

sejak Perm
ohon

an
 dicatat 

dalam
 e-B

R
PK

.” 

6. 
Penyam

paian 
Salinan 
Perm

ohonan 
kepada Term

ohon 
dan B

aw
aslu 

Provinsi atau 
Baw

aslu 
K

abupaten/K
ota 

a
. Pen

yam
paian

 S
alin

an
 

Perm
ohon

an
 Pem

oh
on kepada 

Term
ohon

: 
1. K

PU
 Provin

si/K
IP Provin

si 
A

ceh
; 

2. K
PU

/K
IP 

K
abu

paten/K
ota; 

3. K
PU

 R
I (sebagai tem

bu
san) 

      
3 Jan

u
ari 2025 

      
6 Jan

u
ari 2025 

Pasal 19 ayat (1) PM
K

 
3/2024: 
“Pan

itera m
en

yam
paikan

 
salin

an
 Perm

oh
on

an
 

kepada Term
ohon

 dan 
K

PU
 sebagai tem

bu
san

, 
paling lam

a 2 (du
a) h

ari 
kerja sejak Perm

ohonan
 

dicatat dalam
 e-B

R
PK

.” 
b
. Pen

yam
paian

 S
alin

an
 

Perm
ohon

an
 Pem

oh
on kepada: 

1. 
B

aw
aslu

 Provinsi; 
2. 

B
aw

aslu
 K

abu
paten

/ 
K

ota; 
3. 

B
aw

aslu
 R

I (sebagai 
tem

bu
san) 

7. 
Pengajuan 
Perm

ohonan 
Sebagai Pihak 
Terkait 

Pengaju
an Perm

ohonan sebagai Pih
ak 

Terkait 
 

3 Jan
u

ari 2025 
 

6 Jan
u

ari 2025 
Pasal 27 ayat (1) PM

K
 

3/2024: 
“Pasan

gan
 C

alon
 

G
u

bernu
r, B

u
pati, dan

 
W

alikota atau
 Pem

an
tau

 
Pem

ilih
an

 dapat 
m

en
gaju

kan
 perm

ohon
an

 
sebagai Pih

ak Terkait 
paling lam

a 2 (du
a) h

ari 
kerja sejak perm

ohonan
 

dicatat dalam
 e-B

R
PK

.” 
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8. 
Penetapan dan 
Penyam

paian 
K

etetapan Sebagai 
Pihak Terkait 

Penetapan
 dan

 Penyam
paian

 
K

etetapan
 Sebagai Pihak Terkait 

 
6 Jan

u
ari 2025 

 
14 Jan

u
ari 2025 

Pasal 28 ayat (2) PM
K

 
3/2024: 
“M

ah
kam

ah
 m

enerbitkan
 

ketetapan
 sebagai Pihak 

Terkait atau
 pen

olakan
 

sebagai Pih
ak Terkait 

sebelu
m

 sidang 
Pem

eriksaan
 Pen

dah
u

lu
an 

selanju
tnya disam

paikan
 

kepada Pasan
gan

 C
alon

 
atau

 Pem
an

tau
 Pem

ilih
an

 
yan

g m
en

gaju
kan

 diri 
sebagai Pih

ak Terkait 
paling lam

a 2 (du
a) h

ari 
kerja sebelu

m
 sidang 

Pem
eriksaan

 
Pen

dahu
lu

an
.” 

9. 
Pem

beritahuan 
H

ari Sidang 
Pertam

a kepada 
para pihak dan 
pem

beri 
keterangan

 

a. Pem
beritahuan H

ari Sidang 
Pertam

a kepada Pem
ohon: 

1. Pasan
gan

 calon
 G

u
bern

u
r dan

 
W

akil G
u

bern
u

r, B
u

pati dan
 

W
akil B

u
pati, serta pasan

gan
 

calon
 W

alikota dan
 W

akil 
W

alikota; 
2. Pem

an
tau

 pem
ilih

an
 

Provinsi/K
abu

paten/K
ota 

 
3 Jan

u
ari 2025 

 
6 Jan

u
ari 2025 

Pasal 39 ayat (2) PM
K

 
3/2024: 
“Pan

itera m
en

yam
paikan

 
pem

beritahu
an

 sidang 
pertam

a kepada Pem
oh

on
, 

Term
ohon

, B
aw

aslu
 

Provin
si, B

aw
aslu

 
K

abu
paten

/K
ota, dan

 
kepada K

PU
 dan

 B
aw

aslu
 

sebagai tem
bu

san
, palin

g 
lam

a 2 (du
a) h

ari kerja 
sejak Perm

ohon
an

 dicatat 
dalam

 e-B
R

PK
.” 

b. Pem
beritahuan H

ari Sidang 
Pertam

a kepada Term
ohon: 

1. 
K

PU
 Provin

si /K
IP 

Provin
si A

ceh
; 

2. 
K

PU
/K

IP 
K

abu
paten/K

ota; 
3. 

K
PU

 R
I (sebagai tem

bu
san) 

- 5 - 
 

8. 
Penetapan dan 
Penyam

paian 
K

etetapan Sebagai 
Pihak Terkait 

Penetapan
 dan

 Penyam
paian

 
K

etetapan
 Sebagai Pihak Terkait 

 
6 Jan

u
ari 2025 

 
14 Jan

u
ari 2025 

Pasal 28 ayat (2) PM
K

 
3/2024: 
“M

ah
kam

ah
 m

enerbitkan
 

ketetapan
 sebagai Pihak 

Terkait atau
 pen

olakan
 

sebagai Pih
ak Terkait 

sebelu
m

 sidang 
Pem

eriksaan
 Pen

dah
u

lu
an 

selanju
tnya disam

paikan
 

kepada Pasan
gan

 C
alon

 
atau

 Pem
an

tau
 Pem

ilih
an

 
yan

g m
en

gaju
kan

 diri 
sebagai Pih

ak Terkait 
paling lam

a 2 (du
a) h

ari 
kerja sebelu

m
 sidang 

Pem
eriksaan

 
Pen

dahu
lu

an
.” 

9. 
Pem

beritahuan 
H

ari Sidang 
Pertam

a kepada 
para pihak dan 
pem

beri 
keterangan

 

a. Pem
beritahuan H

ari Sidang 
Pertam

a kepada Pem
ohon: 

1. Pasan
gan

 calon
 G

u
bern

u
r dan

 
W

akil G
u

bern
u

r, B
u

pati dan
 

W
akil B

u
pati, serta pasan

gan
 

calon
 W

alikota dan
 W

akil 
W

alikota; 
2. Pem

an
tau

 pem
ilih

an
 

Provinsi/K
abu

paten/K
ota 

 
3 Jan

u
ari 2025 

 
6 Jan

u
ari 2025 

Pasal 39 ayat (2) PM
K

 
3/2024: 
“Pan

itera m
en

yam
paikan

 
pem

beritahu
an

 sidang 
pertam

a kepada Pem
oh

on
, 

Term
ohon

, B
aw

aslu
 

Provin
si, B

aw
aslu

 
K

abu
paten

/K
ota, dan

 
kepada K

PU
 dan

 B
aw

aslu
 

sebagai tem
bu

san
, palin

g 
lam

a 2 (du
a) h

ari kerja 
sejak Perm

ohon
an

 dicatat 
dalam

 e-B
R

PK
.” 

b. Pem
beritahuan H

ari Sidang 
Pertam

a kepada Term
ohon: 

1. 
K

PU
 Provin

si /K
IP 

Provin
si A

ceh
; 

2. 
K

PU
/K

IP 
K

abu
paten/K

ota; 
3. 

K
PU

 R
I (sebagai tem

bu
san) 
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c. Pem
beritahuan H

ari Sidang 
Pertam

a kepada pem
beri 

keterangan: 
1. B

aw
aslu

 Provinsi; 
2. B

aw
aslu

 K
abu

paten/  
K

ota; 
3. B

aw
aslu

 R
I (sebagai 

tem
bu

san) 
d
. Pem

beritahuan H
ari Sidang 

Pertam
a kepada Pihak Terkait 

 
6 Jan

u
ari 2025 

 
14 Jan

u
ari 2025 

Pasal 39 ayat (3) PM
K

 
3/2024: 
”Pan

itera m
en

yam
paikan

 
pem

beritahu
an

 sidang 
pertam

a kepada Pih
ak 

Terkait palin
g lam

a 2 
(du

a) h
ari kerja sebelu

m
 

h
ari sidang Pem

eriksaan
 

Pen
dahu

lu
an

.” 

10. 
Pem

eriksaan 
Pendahuluan

 
M

em
eriksa kelengkapan

 dan
 

kejelasan m
ateri perm

ohonan serta 
m

em
eriksa dan

 m
engesah

kan
 alat 

bu
kti Pem

ohon. 

 
8

 Jan
u

ari 2025 
 

16 Jan
u

ari 2025 
Pasal 39 ayat (1) PM

K
 

3/2024: 
“Pem

eriksaan
 

Pen
dahu

lu
an

 
dilaksan

akan
 paling cepat 

4 (em
pat) h

ari kerja sejak 
Perm

ohon
an

 dicatat 
dalam

 e-B
R

PK
.” 

- 6 - 
  

c. Pem
beritahuan H

ari Sidang 
Pertam

a kepada pem
beri 

keterangan: 
1. B

aw
aslu

 Provinsi; 
2. B

aw
aslu

 K
abu

paten/  
K

ota; 
3. B

aw
aslu

 R
I (sebagai 

tem
bu

san) 
d
. Pem

beritahuan H
ari Sidang 

Pertam
a kepada Pihak Terkait 

 
6 Jan

u
ari 2025 

 
14 Jan

u
ari 2025 

Pasal 39 ayat (3) PM
K

 
3/2024: 
”Pan

itera m
en

yam
paikan

 
pem

beritahu
an

 sidang 
pertam

a kepada Pih
ak 

Terkait palin
g lam

a 2 
(du

a) h
ari kerja sebelu

m
 

h
ari sidang Pem

eriksaan
 

Pen
dahu

lu
an

.” 

10. 
Pem

eriksaan 
Pendahuluan

 
M

em
eriksa kelengkapan

 dan
 

kejelasan m
ateri perm

ohonan serta 
m

em
eriksa dan

 m
engesah

kan
 alat 

bu
kti Pem

ohon. 

 
8

 Jan
u

ari 2025 
 

16 Jan
u

ari 2025 
Pasal 39 ayat (1) PM

K
 

3/2024: 
“Pem

eriksaan
 

Pen
dahu

lu
an

 
dilaksan

akan
 paling cepat 

4 (em
pat) h

ari kerja sejak 
Perm

ohon
an

 dicatat 
dalam

 e-B
R

PK
.” 
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11. 
Pengajuan 
Jaw

aban 
Term

ohon, 
K

eterangan Pihak 
Terkait, 
K

eterangan 
Baw

aslu   

Pengaju
an Jaw

aban Term
ohon, 

K
eterangan Pihak Terkait, K

eterangan 
B

aw
aslu

 

16 Jan
u

ari 2025 
3 Febru

ari  2025 

Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 
ayat (2), dan

 Pasal 33 ayat 
(2) PM

K
 3/2024: 

”Jaw
aban

 Term
oh

on
, 

K
eteran

gan
 Pih

ak Terkait, 
dan

 K
eteran

gan
 B

aw
aslu

 
disam

paikan
 kepada 

M
ah

kam
ah

 paling lam
bat 

1 (satu
) h

ari kerja 
sebelu

m
 Pem

eriksaan
 

Persidangan
.” 

12. 
Pem

eriksaan 
Persidangan

 
M

endengar Jaw
aban

 Term
ohon

, 
K

eteran
gan

 Pih
ak Terkait, dan

 
K

eteran
gan

 B
aw

aslu
 Provin

si atau
 

B
aw

alu
 K

abu
paten

/K
ota serta 

m
em

eriksa dan
 m

engesah
kan

 alat 
bu

kti Term
ohon

, Pih
ak Terkait, dan

 
B

aw
aslu

 Provin
si atau

 B
aw

aslu
 

K
abu

paten
/K

ota 

17 Jan
u

ari 2025 
4 Febru

ari 2025 

 

13. 
R

apat 
Perm

usyaw
aratan 

H
akim

 

Laporan
 h

asil pem
eriksaan

 oleh
 

Panel H
akim

, pem
bahasan

 perkara, 
pen

gam
bilan

 pu
tu

san
, serta 

pen
yu

su
n

an
 dan

 fin
alisasi pu

tu
san 

5 Febru
ari 2025 

10 Febru
ari 2025 

 

14. 
Pengucapan 
Putusan/ 
K

etetapan
 

Pengu
capan Pu

tu
san/K

etetapan 
11 Febru

ari 2025 
13 Febru

ari 2025 
 

15. 
Penyerahan atau 
Penyam

paian 
Salinan Putusan/ 
K

etetapan
 

Penyerahan/Penyam
paian S

alin
an

 
Pu

tu
san

/K
etetapan

 kepada 
Pem

ohon
, Term

ohon
, Pih

ak Terkait, 
B

aw
aslu

, serta Pem
erin

tah
, dan

 
D

PR
D

 

11 Febru
ari 2025 

15 Febru
ari 2025 
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11. 
Pengajuan 
Jaw

aban 
Term

ohon, 
K

eterangan Pihak 
Terkait, 
K

eterangan 
Baw

aslu   

Pengaju
an Jaw

aban Term
ohon, 

K
eterangan Pihak Terkait, K

eterangan 
B

aw
aslu

 

16 Jan
u

ari 2025 
3 Febru

ari  2025 

Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 
ayat (2), dan

 Pasal 33 ayat 
(2) PM

K
 3/2024: 

”Jaw
aban

 Term
oh

on
, 

K
eteran

gan
 Pih

ak Terkait, 
dan

 K
eteran

gan
 B

aw
aslu

 
disam

paikan
 kepada 

M
ah

kam
ah

 paling lam
bat 

1 (satu
) h

ari kerja 
sebelu

m
 Pem

eriksaan
 

Persidangan
.” 

12. 
Pem

eriksaan 
Persidangan

 
M

endengar Jaw
aban

 Term
ohon

, 
K

eteran
gan

 Pih
ak Terkait, dan

 
K

eteran
gan

 B
aw

aslu
 Provin

si atau
 

B
aw

alu
 K

abu
paten

/K
ota serta 

m
em

eriksa dan
 m

engesah
kan

 alat 
bu

kti Term
ohon

, Pih
ak Terkait, dan

 
B

aw
aslu

 Provin
si atau

 B
aw

aslu
 

K
abu

paten
/K

ota 

17 Jan
u

ari 2025 
4 Febru

ari 2025 

 

13. 
R

apat 
Perm

usyaw
aratan 

H
akim

 

Laporan
 h

asil pem
eriksaan

 oleh
 

Panel H
akim

, pem
bahasan

 perkara, 
pen

gam
bilan

 pu
tu

san
, serta 

pen
yu

su
n

an
 dan

 fin
alisasi pu

tu
san 

5 Febru
ari 2025 

10 Febru
ari 2025 

 

14. 
Pengucapan 
Putusan/ 
K

etetapan
 

Pengu
capan Pu

tu
san/K

etetapan 
11 Febru

ari 2025 
13 Febru

ari 2025 
 

15. 
Penyerahan atau 
Penyam

paian 
Salinan Putusan/ 
K

etetapan
 

Penyerahan/Penyam
paian S

alin
an

 
Pu

tu
san

/K
etetapan

 kepada 
Pem

ohon
, Term

ohon
, Pih

ak Terkait, 
B

aw
aslu

, serta Pem
erin

tah
, dan

 
D

PR
D

 

11 Febru
ari 2025 

15 Febru
ari 2025 
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16. 
Pem

eriksaan 
Persidangan 
Lanjutan

 

Pem
bu

ktian
 lan

ju
tan

 den
gan

 agen
da 

m
en

den
gar keterangan

 saksi/ah
li 

serta m
em

eriksa dan
 m

en
gesah

kan
 

alat bu
kti tam

bah
an

 
14 Febru

ari 2025 
28 Febru

ari 2025 

*Jadw
al Pem

eriksaan
 

Persidangan
 Lanju

tan
 

dapat beru
bah

 sesu
ai 

den
gan

 perkem
bangan

 
pen

angan
an

 perkara yan
g 

dipu
tu

skan
 dalam

 R
apat 

Perm
u

syaw
aratan

 H
akim

. 
17. 

R
apat 

Perm
usyaw

aratan 
H

akim
 

Laporan
 pem

eriksaan
 persidangan

 
lan

ju
tan

, pem
bah

asan perkara, 
pen

gam
bilan

 pu
tu

san
, serta 

pen
yu

su
n

an
 dan

 fin
alisasi pu

tu
san 

3 M
aret 2025 

6 M
aret 2025 

*Jadw
al R

apat 
Perm

u
syaw

aratan
 H

akim
 

dapat beru
bah

 sesu
ai 

den
gan

 perkem
bangan

 
pen

angan
an

 perkara  yan
g 

dipu
tu

skan
 dalam

 R
apat 

Perm
u

syaw
aratan

 H
akim

. 

18. 
Pengucapan 
Putusan/ 
K

etetapan
 

Pen
gu

capan
 Pu

tu
san

/K
etetapan 

7 M
aret 2025 

11 M
aret 2025 

*Jadw
al Pengu

capan
 

pu
tu

san
/ketetapan

 dapat 
beru

bah
 sesu

ai den
gan

 
perkem

ban
gan

 
pen

angan
an

 perkara yan
g 

dipu
tu

skan
 dalam

 R
apat 

Perm
u

syaw
aratan

 H
akim

 

19. 
Penyerahan atau 
Penyam

paian 
Salinan Putusan/ 
K

etetapan
 

Penyerahan/Penyam
paian S

alin
an

 
Pu

tu
san

/K
etetapan

 kepada 
Pem

ohon
, Term

ohon
, Pih

ak Terkait, 
B

aw
aslu

, serta Pem
erin

tah
, dan

 
D

PR
D

 

7 M
aret 2025 

13 M
aret 2025 
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16. 
Pem

eriksaan 
Persidangan 
Lanjutan

 

Pem
bu

ktian
 lan

ju
tan

 den
gan

 agen
da 

m
en

den
gar keterangan

 saksi/ah
li 

serta m
em

eriksa dan
 m

en
gesah

kan
 

alat bu
kti tam

bah
an

 
14 Febru

ari 2025 
28 Febru

ari 2025 

*Jadw
al Pem

eriksaan
 

Persidangan
 Lanju

tan
 

dapat beru
bah

 sesu
ai 

den
gan

 perkem
bangan

 
pen

angan
an

 perkara yan
g 

dipu
tu

skan
 dalam

 R
apat 

Perm
u

syaw
aratan

 H
akim

. 
17. 

R
apat 

Perm
usyaw

aratan 
H

akim
 

Laporan
 pem

eriksaan
 persidangan

 
lan

ju
tan

, pem
bah

asan perkara, 
pen

gam
bilan

 pu
tu

san
, serta 

pen
yu

su
n

an
 dan

 fin
alisasi pu

tu
san 

3 M
aret 2025 

6 M
aret 2025 

*Jadw
al R

apat 
Perm

u
syaw

aratan
 H

akim
 

dapat beru
bah

 sesu
ai 

den
gan

 perkem
bangan

 
pen

angan
an

 perkara  yan
g 

dipu
tu

skan
 dalam

 R
apat 

Perm
u

syaw
aratan

 H
akim

. 

18. 
Pengucapan 
Putusan/ 
K

etetapan
 

Pen
gu

capan
 Pu

tu
san

/K
etetapan 

7 M
aret 2025 

11 M
aret 2025 

*Jadw
al Pengu

capan
 

pu
tu

san
/ketetapan

 dapat 
beru

bah
 sesu

ai den
gan

 
perkem

ban
gan

 
pen

angan
an

 perkara yan
g 

dipu
tu

skan
 dalam

 R
apat 

Perm
u

syaw
aratan

 H
akim

 

19. 
Penyerahan atau 
Penyam

paian 
Salinan Putusan/ 
K

etetapan
 

Penyerahan/Penyam
paian S

alin
an

 
Pu

tu
san

/K
etetapan

 kepada 
Pem

ohon
, Term

ohon
, Pih

ak Terkait, 
B

aw
aslu

, serta Pem
erin

tah
, dan

 
D

PR
D

 

7 M
aret 2025 

13 M
aret 2025 
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